
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 133 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 48 TAHUN 2018 
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DES A 

DI KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 20 19 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ~SA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan pada Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten TClsikmalaya Nomor 7 
Tahun 201 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, maka ada 
beberapa peraturan dan keputusan bupati yang harus 
dilakukan penyesuaian; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a , perlu dilakukan perubahan ata~ Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara 
Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun 
Anggaran 2019; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu m~netapkan Peraturan 
Bu pati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara 
Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun 
Anggaran 2019 ; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkpngan Propinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, 
sebagaimana telah diubah dengan Und~g-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabu1paten Purwakarta dan 
Subang dengan mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1986 Nomor 31, Tambah.an Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 14 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T un 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tathun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagilimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Peru bah an Atas Peraturan Pemerintah Nc>mor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

6 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom~r 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 11); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
20 16 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmal~ya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintah~ Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 
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Menetapkan 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmal~ya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susun:t Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 
Nomor 1); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 
2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 2) ; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 
2018 tentang Anggaran Pendapatan qan Belanja Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 6) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tabun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor 6 Tahun 20 18 tentang Anggaran Pendapa tan dan 
Belanja Daerah Kabu paten Tasikmalaya Tahun Anggaran 
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2019 Nomor 7) . 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG RERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 48 TAHUN 2018 
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN 
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 
ANGGARAN 20 19 

Pasal I 
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Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 201 8 tentang Tata 
Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 
(Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 48) diubah sebagai 
berikut: 

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehin gga Pasal 10 berbunyi 
sebagai beriku t : 

Pasal l0 

(1) Kepala Desa bertanggungjawab batas penggunaan ADD. 

(2) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan ADD kepada Bupati 
melalui Camat dengan ketentuan sebagai berikut : 
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a. Untuk laporan penggunaan penghasilan tetap (SILTAP) kepala desa, 
sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan d kepala kewilayahan 
disampaikan kepada bupati melalui camat setiap bulan, dan camat 
menyampaikan rekapitulasi penggunaan SILTAP kepada Bupati 
melalui kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya. 

b. Untuk laporan penggunaan alokasi dasar atau pemeretaan 
disampaikan tiap triwulan kepada bupati melalui camat, dan 
selanjutnya camat menyampaikan rekapitulasi realisasi ADD 
pemerataan kepada bupati melalui kepala Bagian Pemerintahan Desa 
Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

(3) Mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan dengan cara, Kepala Desa menyampaikan laporan kepada 
Bupati melalui camat, untuk selanjutnya camat memverifikasi laporan 
dari kepala desa ter sebut untuk diteruskan kepad~ Bupati melalui kepala 
Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, 
dengan tembusan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pen dapatan 
Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 
Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah. 

2 . Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diu bah , sehingga Pasal 11 berbu nyi sebagai 
berikut : 

Pasal 11 

(1) Bupati berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 
realisasi penggunaan ADD. 

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimna dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya, bersama dengan Badan Pengelola Keuangan dan 
Pendapatan Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah, Bagian Pemerintahan Sekretaria t Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya dan Camat. 

(3) Evaluasi terhadap realisasi penggunaan ADD dilakukan berdasarkan 
laporan realisasi penggunaan APB Desa. 

(4) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) ADD wajib dianggarkan kembali 
dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran 
berikutnya dan termuat dalam DPAL. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 1 Oktober 2119 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

IIN AMINUDIN 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 1 Oktober 2119 

MALAYA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 133 ' , .' "" 

-- -----------------~-----------------------


